
 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN WALI KOTA SABANG 

NOMOR  18  TAHUN 2021 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM 

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

WALI KOTA SABANG, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi 

Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah serta dalam rangka pelaksanaan evaluasi 

akuntabilitas kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kota 

Sabang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah 

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi 

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2758); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4633); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas ... 

WALIKOTA SABANG 

PROVINSI ACEH 



Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4890); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS 

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SABANG. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Kota adalah Kota Sabang. 

2. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang. 

3. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat 

SKPK adalah satuan kerja perangkat daerah Pemerintah 

Kota Sabang.  

4. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 

selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban 

suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-

jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi 

ditetapkan ... 



 

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara 

periodik. 

5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 

selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik 

dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang 

untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan 

data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan 

kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka 

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi 

pemerintah. 

6. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai 

tingkat pencapaian sasaran atau tujuan dari instansi 

pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi 

instansi pemerintah yang mengindikasikan keberhasilan/ 

kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan 

program dan kegiatan yang ditetapkan. 

7. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya 

disingkat LKIP adalah ikhtisar yang menjelaskan secara 

ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun 

berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.  

8. Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang selanjutnya 

disebut evaluasi adalah aktivitas analisis yang sistematis, 

pemberian nilai, atribut, apresisasi dan pengenalan 

permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang 

ditemukan. 

9. Evaluator adalah Pegawai di lingkungan Inspektorat yang 

diberi tugas oleh Inspektur untuk melaksanakan Evaluasi 

atas implementasi SAKIP. 

10. Evaluatan adalah SKPK/unit kerja yang menjadi objek 

Evaluasi atas Implementasi SAKIP.  

11. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Sabang. 

12. Inspektur adalah Inspektur Kota Sabang. 

13. Kertas Kerja Evaluasi yang selanjutnya disingkat KKE 

adalah dokumen bukti evaluasi yang berisi 

pertanyaan/isian, rincian data, analisis atau pencatatan 

lain yang dianggap penting sebagai dokumentasi 

pelaksanaan evaluasi. 

14. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE 

adalah dokumen pelaporan yang berisi simpulan, uraian 

hasil permasalahan atau temuan hasil evaluasi dan saran 

perbaikan atas penerapan SAKIP pada evaluatan. 

15. Ikhtisar Hasil Evaluasi adalah dokumen pelaporan 

kompilasi atas evaluasi yang memuat informasi tentang 

simpulan umum hasil evaluasi dan pemeringkatan SKPK 

berdasarkan nilai hasil evaluasi SAKIP Kota Sabang. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi 

kegiatan penilaian terhadap perencanaan kinerja dan 

perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis 

kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran 

kinerja ... 



kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian 

kinerja. 

 

BAB III 

TUJUAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP 

Pasal 3 

Secara umum tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah 

untuk: 

1. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; 

2. menilai tingkat implementasi SAKIP; 

3. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan 

implementasi SAKIP; dan 

4. memonitor  tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi 

periode sebelumnya.  

 

BAB IV 

PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP 

Pasal 4 

(1) Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP pada 

SKPK/unit kerja dilakukan oleh Inspektorat. 

(2) Langkah penilaian, kertas kerja dan format yang berkaitan 

dengan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana 

tersebut dalam lampiran Peraturan ini. 

(3) Inspektur dapat menetapkan kebijakan teknis evaluasi 

atas implementasi SAKIP yang mencakup fokus, waktu 

pelaksanaan, penugasan dan hal lain yang dianggap perlu 

yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur. 

 

BAB V 

PELAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP 

Pasal 5 

(1) Setiap surat perintah tugas evaluasi menghasilkan KKE 

atas implementasi SAKIP dan LHE atas implementasi 

SAKIP.  

(2) Langkah penilaian evaluasi atas implementasi SAKIP, 

sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Wali 

Kota ini.  

(3) Format KKE atas implementasi SAKIP, sebagaimana 

tercantum dalam lampiran II Peraturan Wali Kota ini.  

(4) Penjelasan atas butir pada KKE atas implementasi SAKIP 

sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Wali 

Kota ini.  

(5) Format LHE atas implementasi SAKIP sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini. 

(6) LHE atas implementasi SAKIP SKPK/unit kerja 

disampaikan oleh Inspektorat kepada kepala SKPK/unit 

kerja evaluatan dengan tembusan kepada Wali Kota. 

 

 BAB VI ... 



 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kota Sabang. 

 

Ditetapkan di Sabang 

pada tanggal 21 Mei 2021 

WALI KOTA SABANG, 

 

ttd 

 

NAZARUDDIN 

 

 

Diundangkan di Sabang 

pada tanggal  21 Mei 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG, 

 

   ttd 

 

ZAKARIA 

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2021 NOMOR 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LAMPIRAN I 

PERATURAN WALI KOTA SABANG 

NOMOR 18 TAHUN 2021 

TENTANG  

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS 

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS 

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  

 

 

LANGKAH PENILAIAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP 

 

Langkah penilaian evaluasi atas implementasi SAKIP dilakukan sebagai 

berikut:  

a. Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu:   

(i) komponen; 

(ii) sub-komponen; dan  

(iii) kriteria.  

b. Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai 

sebagai berikut: 

 

No. Komponen Bobot Sub Komponen 

1 2 3 4 

1. Perencanaan 
Kinerja 

30% 
a. Rencana  Strategis  (10%),  meliputi: Pemenuhan 

Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan 

Implementasi Renstra (3%)  
b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi 

Pemenuhan    RKT    (4%), Kualitas RKT (10%) dan 

Implementasi RKT (6%).                                                                                      

2. Pengukuran 
Kinerja 

25% 
a. Pemenuhan pengukuran (5%)  
b. Kualitas Pengukuran (12,5%)  

c. Implementasi pengukuran (7,5%) 

3. Pelaporan 
Kinerja 

15% 
a. Pemenuhan pengukuran (5%)  

b. Kualitas Pengukuran (12,5%)  

c. Implementasi pengukuran (7,5%) 

4. Evaluasi 
Internal 

10% 
a. Pemenuhan evaluasi (2%)  

b. Kualitas evaluasi (5%)  

c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%) 

5. Capaian 
Kinerja 

20% 
a. Kinerja yang dilaporkan (output) 

b. (7,5%)  

c. Kinerja yang dilaporkan (outcome) 
d. (12,5%) 

 Total 100%  

 

Penilaian terhadap butir 1 sampai 4 terkait dengan penerapan Sistem 

AKIP pada instansi pemerintah, sedangkan butir 5 terkait dengan 

pencapaian kinerja, baik yang telah tertuang dalam dokumen Laporan 

Kinerja maupun dalam dokumen lainnya. 

Penilaian atas butir 5a, b didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah 

disajikan dalam Laporan Kinerja maupun dokumen pendukung seperti 

Pengukuran Kinerja.  

c. Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai 

kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan akan 

disediakan pilihan jawaban ya/tidak atau a/b/c/d/e. Jawaban ya/tidak 

diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab 

sesuai dengan pemenuhan kriteria. Jawaban a/b/c/d/e diberikan untuk 

pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan “judgements” dari evaluator 

pertanyaaan-pertanyaan ... 



 

dan biasanya terkait dengan kualitas dan pemanfaatan suatu sub-

komponen tertentu. 

d. Setiap jawaban “ya” akan diberi nilai 1, sedangkan jawaban “tidak” diberi 

nilai 0.  

e. Pemilihan jawaban a/b/c/d/e, didasarkan pada kriteria tertentu dan 

judgement evaluator. Kriteria sebagaimana tertera dalam penjelasan 

template, merupakan acuan dalam menentukan jawaban a/b/c/d/e.  

f. Penilaian atau penyimpulan atas pertanyaan yang terdiri dari beberapa 

sub-kriteria dilakukan berdasarkan banyaknya jawaban “ya” atau  “tidak”  

pada masing-masing sub kriteria tersebut. (Misalnya untuk 

menyimpulkan kondisi sasaran atau indikator kinerja, dimana 

berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau lebih dari satu 

indikator kinerja, maka penilaian „ya” atau “tidak” dilakukan atas masing-

masing sasaran dan/atau masing-masing indikator kinerja, baru 

kemudian ditarik simpulan secara menyeluruh).  

g. Dalam memberikan penilaian “ya” atau “tidak” maupun “a/b/c/d/e”, 

selain mengacu pada kriteria yang ada, evaluator juga harus 

menggunakan professional judgements-nya dengan mempertimbangkan 

hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan 

suatu kertas kerja evaluasi.  

h. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai, maka penyimpulan akan 

dilakukan sebagai berikut:  

 tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap 

sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu. Misalnya: 

sub-komponen indikator kinerja mempunyai alokasi nilai 10% dan 

memiliki 10 (sepuluh) pertanyaan. Dari 10 pertanyaan tersebut, 

apabila terdapat 3 (tiga) jawaban “ya” maka nilai untuk sub-komponen 

tersebut adalah: [3/10] x 10 = 3; 

 untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan 

penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan 

tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata;  

 tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-

komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk 

total nilai dengan range nilai antara 0 s.d 100.  

i. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan 

dilakukan sebagai berikut:  

 Penyimpulan atas hasil reviu terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-

masing komponen.  

 Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan 

dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang 

bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut: 

No Kategori Nilai Angka Interpretasi 

1 2 3 4 

1. AA >90 - 100 Sangat memuaskan, 

2. A >80 - 90 Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja 

tinggi, dan sangat akuntabel 

3. BB >70 - 80 Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, 

memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. 

4. B >60 - 70 Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, 
memiliki sistem yang dapat digunakan untuk 

manajemen kinerja, dan perlu sedikit 

perbaikan.  

5. CC ... 



1 2 3 4 

5. CC >50 - 60 Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya 

cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem 
yang dapat digunakan untuk memproduksi 

informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, 
perlu banyak perbaikan tidak mendasar. 

6. C >30 - 50 Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat 

diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen 

kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan 
perbaikan yang mendasar. 

7. D 0 - 30 Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat 

diandalkan untuk penerapan manajemen 
kinerja; Perlu banyak perbaikan,  sebagian  

perubahan  yang sangat mendasar. 

 

j. Untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian, perlu dilakukan reviu secara 

berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator dengan 

pengaturan sebagai berikut:  

1) reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh 

supervisor tim.  

2) reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk 

menentukan pemeringkatan nilai dan penentuan kategori hasil 

evaluasi. 

 

 

WALI KOTA SABANG, 

 

ttd 

 

NAZARUDDIN 

  



 

LAMPIRAN II 

PERATURAN WALI KOTA SABANG 

NOMOR  18  TAHUN 2021 

TENTANG  

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS 

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS 

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  

 

 

FORMAT KERTAS KERJA EVALUASI 

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

SKPK/UNIT KERJA .............….........….........… KOTA SABANG 

 

NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN 

SKPK KONTROL 

KERANGKA 

LOGIS 
Y NILAI 

1 2 3 4 5 

A. PERENCANAAN KINERJA (30%)     

I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)    

a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)    

1. Renstra SKPD telah disusun Y/T  Belum 

diisi 

 

2. Renstra telah memuat tujuan Y/T  Belum 

diisi 

OK 

3. Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi 

dengan ukuran keberhasilan (indikator) 
A/B/C/D/E 

Belum 

diisi 
OK 

4. Tujuan telah disertai target keberhasilannya 
A/B/C/D/E 

Belum 

diisi 
OK 

5. Dokumen Renstra telah memuat sasaran 
Y/T  

Belum 

diisi 
OK 

6. Dokumen Renstra telah memuat indikator 
kinerja sasaran 

A/B/C/D/E 
Belum 

diisi 
OK 

7. Dokumen Renstra telah memuat target 
tahunan 

A/B/C/D/E 
Belum 

diisi 
OK 

8. Renstra telah menyajikan IKU A/B/C/D/E Belum 

diisi 

OK 

9. Renstra telah dipublikasikan Y/T  Belum 

diisi 

OK 

b. KUALITAS RENSTRA (5%)    

10. Tujuan telah berorientasi hasil    

11. Ukuran keberhasilan (indikator) tujuan 

(outcome) telah memenuhi kriteria ukuran 

keberhasilan yang baik 

   

12. Sasaran telah berorientasi hasil    

13. Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) 

telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang 
baik 

   

14. Target kinerja ditetapkan dengan baik A/B/C/D/E Belum 

diisi 

OK 

15. Program/kegiatan merupakan cara untuk 

mencapai tujuan/ sasaran/hasil 

program/hasil kegiatan 

A/B/C/D/E Belum 

diisi 

 

16. Dokumen Renstra telah selaras dengan 
Dokumen RPJMD 

A/B/C/D/E Belum 

diisi 

 

17. Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal 
yang seharusnya ditetapkan 

A/B/C/D/E Belum 

diisi 

 

18. Dokumen ... 



1 2 3 4 5 

18. Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan 

penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan 
Anggaran 

A/B/C/D/E Belum 

diisi  

19. Target jangka menengah dalam Renstra telah 

dimonitor pencapaiannya sampai dengan 

tahun berjalan 

A/B/C/D/E Belum 

diisi  

20. Dokumen Renstra telah direviu secara berkala A/B/C/D/E Belum 

diisi  

II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%) 
  

 

a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA 

TAHUNAN (4%) 
  

 

1. Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah 
disusun 

Y/T Belum 

diisi 

 

2. Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun Y/T Belum 

diisi 

OK 

3. PK telah menyajikan IKU A/B/C/D/E Belum 

diisi 

OK 

4. PK telah dipublikasikan Y/T Belum 

diisi 

OK 

b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN 

(10%)    

5. Sasaran telah berorientasi hasil    

6. Indikator kinerja sasaran dan hasil program 
(outcome) telah memenuhi kriteria indikator 

kinerja yang baik 

   

7. Target kinerja ditetapkan dengan baik A/B/C/D/E Belum 

diisi 

 

8. Kegiatan merupakan cara untuk mencapai 

sasaran 
A/B/C/D/E Belum 

diisi 

 

9. Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah 
didukung oleh anggaran yang memadai 

A/B/C/D/E Belum 

diisi 

 

10. Dokumen PK telah selaras dengan 
RPJMD/Renstra 

A/B/C/D/E Belum 

diisi 

 

11. Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang 
seharusnya ditetapkan (dalam kontrak 

kinerja/tugas fungsi) 

A/B/C/D/E Belum 

diisi 

 

12. Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada Y/T Belum 

diisi 

OK 

13. Rencana Aksi atas Kinerja telah 

mencantumkan target secara periodik atas 
kinerja 

A/B/C/D/E Belum 

diisi 

OK 

14. Rencana Aksi atas kinerja telah 

mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci 

setiap periode yang akan dilakukan dalam 
rangka mencapai kinerja 

Y/T Belum 

diisi 

OK 

c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA 

TAHUNAN (6%) 

   

15. Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam 

penyusunan anggaran 
Y/T Belum 

diisi 

 

16. Target kinerja yang diperjanjikan telah 

digunakan untuk mengukur keberhasilan 
A/B/C/D/E Belum 

diisi 

 

17. Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor 

pencapaiannya secara berkala 
A/B/C/D/E Belum 

diisi 

 

18. Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam 
pengarahan dan pengorganisasian kegiatan 

 

A/B/C/D/E Belum 

diisi 

 

19. Perjanjian ... 



 

1 2 3 4 5 

19. Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk 

penyusunan (identifikasi) kinerja sampai 
kepada tingkat eselon III dan IV 

A/B/C/D/E Belum 

diisi 

 

B. PENGUKURAN KINERJA (25%)    

I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)    

1. Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) 
sebagai ukuran kinerja secara formal 

Y/T Belum 

diisi 

 

2. Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III 

dan IV sebagai turunan kinerja atasannya 

A/B/C/D/E Belum 

diisi 

 

3. Terdapat mekanisme pengumpulan data 

kinerja 
A/B/C/D/E Belum 

diisi 

OK 

4. Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan Y/T Belum 

diisi 

OK 

II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)    

5. IKU telah memenuhi kriteria indikator yang 
baik 

   

6. IKU telah cukup untuk mengukur kinerja    

7. IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP A/B/C/D/E Belum 

diisi 

OK 

8. Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV 
telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang 

baik 

A/B/C/D/E Belum 

diisi 

OK 

9. Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras 

dengan indikator kinerja atasannya 

A/B/C/D/E Belum 

diisi 

OK 

10. Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja 

individu yang mengacu ada IKU unit kerja 
organisasi/atasannya 

A/B/C/D/E Belum 

diisi 

 

11. Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara 

berjenjang 
A/B/C/D/E Belum 

diisi 

 

12. Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan A/B/C/D/E Belum 

diisi 

OK 

13. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi 
dilakukan secara berkala 

(bulanan/triwulanan/ semester) 

Y/T Belum 

diisi 

OK 

14. Pengukuran kinerja sudah dikembangkan 
menggunakan teknologi informasi 

Y/T Belum 

diisi 

OK 

III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)    

15. IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-

dokumen perencanaan dan penganggaran 
A/B/C/D/E Belum 

diisi 

 

16. IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian 

kinerja 
A/B/C Belum 

diisi 

 

17. Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor 

pencapaiannya 
A/B/C Belum 

diisi 

 

18. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari 

setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan 

dengan (dimanfaatkan sebagai dasar 
pemberian) reward & punishment 

A/B/C/D/E Belum 

diisi 

 

19. IKU telah direviu secara berkala A/B/C/D/E Belum 

diisi 

 

20. Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi 

digunakan untuk pengendalian dan 

pemantauan kinerja secara berkala 

A/B/C Belum 

diisi 

 

C. PELAPORAN KINERJA (15%)    

I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)    

1. Laporan Kinerja telah disusun Y/T Belum 

diisi 

OK 

2. Laporan ... 



1 2 3 4 5 

2. Laporan Kinerja telah disampaikan tepat 

waktu 
Y/T Belum 

diisi 

OK 

3. Laporan Kinerja telah di upload kedalam 
website 

Y/T Belum 

diisi 

OK 

4. Laporan Kinerja menyajikan informasi 

mengenai pencapaian IKU 
A/B/C/D/E Belum 

diisi 

OK 

II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)    

5. Laporan Kinerja menyajikan informasi 
pencapaian sasaran yang berorientasi outcome 

A/B/C/D/E Belum 

diisi 

OK 

6. Laporan Kinerja menyajikan informasi 

mengenai kinerja yang telah diperjanjikan 
A/B/C/D/E Belum 

diisi 

OK 

7. Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan 

analisis mengenai capaian kinerja 
A/B/C/D/E Belum 

diisi 

OK 

8. Laporan Kinerja menyajikan pembandingan 

data kinerja yang memadai antara realisasi 

tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya 
dan pembandingan lain yang diperlukan 

A/B/C/D/E Belum 

diisi 

 

9. Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang 

analisis efisiensi penggunaan sumber daya 
A/B/C/D/E Belum 

diisi 

 

10. Laporan Kinerja menyajikan informasi 

keuangan yang terkait dengan pencapaian 

sasaran kinerja instansi 

A/B/C/D/E Belum 

diisi 

 

11. Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat 
diandalkan 

A/B/C/D/E Belum 

diisi 

 

III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)    

12. Informasi kinerja telah digunakan dalam 

pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja 
Y/T Belum 

diisi 

 

13. Informasi yang disajikan telah digunakan 

dalam perbaikan perencanaan 
A/B/C/D/E Belum 

diisi 

 

14. Informasi yang disajikan telah digunakan 

untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan 

program dan kegiatan organisasi 

A/B/C/D/E Belum 

diisi 

 

15. Informasi yang disajikan telah digunakan 
untuk peningkatan kinerja 

A/B/C/D/E Belum 

diisi 

 

16. Informasi yang disajikan telah digunakan 
untuk penilaian kinerja 

A/B/C/D/E Belum 

diisi 

 

D. EVALUASI INTERNAL (10%)    

I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)    

1. Terdapat pemantauan mengenai kemajuan 

pencapaian kinerja beserta hambatannya 
Y/T Belum 

diisi 

 

2. Evaluasi program telah dilakukan Y/T Belum 

diisi 

 

3. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah 
dilakukan 

A/B/C/D Belum 

diisi 

 

4. Hasil evaluasi telah disampaikan dan 
dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan 

A/B/C/D/E Belum 

diisi 

 

II. KUALITAS EVALUASI (5%)    

5. Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka 

menilai keberhasilan program 
A/B/C/D/E Belum 

diisi 

 

6. Evaluasi program telah memberikan 

rekomendasi-rekomendasi perbaikan 
perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan 

A/B/C/D/E Belum 

diisi 

 

7. Evaluasi ... 



 

1 2 3 4 5 

7. Evaluasi program telah memberikan 

rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja 
yang dapat dilaksanakan 

 

A/B/C/D/E Belum 

diisi 

 

8. Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan 

dalam rangka mengendalikan kinerja 
 

A/B/C/D/E Belum 

diisi 

 

9. Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan 

alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan 
 

A/B/C/D/E Belum 

diisi 

 

10. Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 

menunjukkan perbaikan setiap periode 
A/B/C/D Belum 

diisi 

 

III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)    

11. Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti 
untuk perbaikan pelaksanaan program di 

masa yang akan datang 
 

A/B/C/D Belum 

diisi 

 

12. Hasil evaluasi Rencana Aksi telah 

ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah 

nyata 

A/B/C/D Belum 

diisi 

 

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI 

(20%) 
   

 KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)    

1. Target dapat dicapai   A/B/C/D Belum 

diisi 

 

2. Capaian kinerja lebih baik dari tahun 
sebelumnya  

A/B/C/D Belum 

diisi 

 

3. nformasi mengenai kinerja dapat diandalkan A/B/C/D Belum 

diisi 

 

     

 KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) 

(12,5%) 

   

4. Target dapat dicapai 
 

   

5. Capaian kinerja lebih baik dari tahun 

sebelumnya 

 

   

6. Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan 
 

   

     

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS   KINERJA 

(100%) 
   

 

NILAI HASIL EVALUASI SISTEM AKIP 

 
KETERANGAN: 

TULIS NAMA INSTANSI/UNIT KERJA PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU SESUAI 

DENGAN KONTEKS 
KETIK ‘Y’ ATAU ‘T’ PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN PILIHAN “Y/T” 

KETIK ‘A’ ATAU ‘B’ ATAU ‘C’ ATAU ‘D’ ATAU ‘E’ PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU 
DENGAN PILIHAN “A” 

UNTUK PERTANYAAN E.4-6 JAWABAN DITULIS PADA KKE1-Capaian 

 

 

 

 

Contoh ... 

 

  



Contoh KKE2A TS 

 

 
 

Y/T ... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y/T ... 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y/T ... 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WALI KOTA SABANG, 

 

ttd 

 

NAZARUDDIN 

 

  



LAMPIRAN III 

PERATURAN WALI KOTA SABANG 

NOMOR  18 TAHUN 2021 

TENTANG  

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS 

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS 

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  

 

LEMBAR KRITERIA EVALUASI 

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KOTA 

 

  

e. apabila ... 



 

 
 

- Spesific: ...  



  

Program/Kegiatan ... 



 

 
 

 20. Dokumen ... 



 
 

sasaran ... 



 

 
  

- Kegiatan ... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Mengacu/selaras ... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Target ... 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Target ... 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Terdapat ... 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. IKU ... 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indikator ... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Indikator-indikator ... 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kriteria ... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- pejabat/pegawai ... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- sesuai ... 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8. Laporan ... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PEMANFAATAN ... 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  16. Informasi ... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rencana ... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

rekomendasi ... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12. Hasil ... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

e. apabila ... 
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LAMPIRAN IV 

PERATURAN WALI KOTA SABANG 

NOMOR  18  TAHUN 2021 

TENTANG  

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS 

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS 

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  

 

Format Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Atas Implementasi SAKIP 

 

 
KOP INSPEKTORAT 

 
 

 
 

Sabang, .........................20... 

Kepada  
Nomor  : 700/..... Yth. Kepala  SKPK/Unit Kerja  

Sifat  : Penting  
Lampiran :    Di-  

Hal  : LHE Implementasi Atas    Sabang 

 Sistem Akuntabilitas Kinerja 
 Instansi Pemerintah  

 
 

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan 
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, di sampaikan hal-hal sebagai 

berikut:  
1. Kami telah melakukan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SKPK/unit kerja Kota Sabang dengan 

tujuan:  
a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP. 

b. menilai tingkat implementasi SAKIP. 
c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP 

d. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode 
sebelumnya.   

2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, 
yang meliputi: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan 

Kinerja; Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja. Laporan Kinerja (LKj) 

Instansi Pemerintah tahun 2015, merupakan salah satu dokumen yang 
dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja 

Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja 
serta dokumen terkait lainnya. 

3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 
dari 0 s.d. 100. SKPD/unit kerja memperoleh nilai sebesar (total nilai LHE) 
dengan predikat .........  

4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian 

terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di 
SKPD/unit kerja Kota Sabang, dengan rincian sebagai berikut: 

a. Perencanaan Kinerja 

 ........................................................................................ 
b. Pengukuran Kinerja 

 ........................................................................................ 
c. Pelaporan Kinerja 

 ........................................................................................ 

d. Evaluasi Internal 
 .............................................................................. .......... 
 

e. Capaian ... 



 

e. Capaian Kinerja 
 ........................................................................................ 

f. Rekomendasi Evaluasi Tahun Lalu yang belum ditindak lanjuti 
............ (dalam poin a s/d ........ menyajikan hasil penilaian atas 

berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam 

LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat akuntabilitas kinerja 
instansi)  

5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami 

merekomendasikan SKPK/Unit kerja, beserta seluruh jajarannya agar 

dilakukan perbaikan sebagai berikut:  
a. .......................................................................................... 

b. .......................................................................................... 
c. .......................................................................................... 

 

Demikian  disampaikan  hasil  evaluasi  atas  akuntabilitas kinerja  
instansi SKPK/Unit Kerja .........................  

Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam 
menerapkan manajemen kinerja di lingkungan SKPK/unit kerja di 
Pemerintah Kota Sabang. Berikut terlampir beberapa hal yang merupakan 
penjelasan dari poin 1 s/d 5 (jika ada dan benar-benar merupakan 
penjelasan)...... 

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara. 

 

INSPEKTUR KOTA SABANG, 
 

 
........................................ 

NIP. ................................ 

 

Tembusan: 

1. Wali Kota Sabang; 

2. Wakil Wali Kota Sabang; 
3. Kepala BAPPEDA Kota Sabang 

 

 

WALI KOTA SABANG, 
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